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PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

PERATURAN WALIKOTA TANGERANG

NOMOR 62 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PENGEMBANGAN BUDAYA KERJA APARATUR
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TANGERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA TANGERANG,

bahwa reformasi birokrasi mencakup pembenahan
struktural, prosedural, kultural dan etika birokrasi;

bahwa dalam rangka menciptakan kultur dan etika
birokrasi pemerintah yang produktif, efektif, efisien,
tercipta iklim kerja yang berorientasi pada etos kerja dan
produktivitas yang tinggi, melalui pengembangan budaya
kerja aparatur;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Walikota Tangerang tentang Pedoman Pengembangan
Budaya Kerja Aparatur Di Lingkungan Pemerintah Kota
Tangerang.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor
18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3518);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran



10.

11.

12.

13.

14.

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
diubah  beberapa kali, terakhir dengan Undang-
UndangNomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang
Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4452);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negaran
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand
Design Reformasi Birokrasi 2010 — 2025;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor : PER/01/M.PAN/01/2007 tentang Pedoman
Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Budaya Kerja Pada
Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun
2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015 — 2019;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun
2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen
Perubahan;

Peratuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negada dan
Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentanag
Pedoman Pengembangan Budaya Kerja;

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tangerang
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Tangerang
Tahun 2013 Nomor 1);

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Kota Tangerang Tahun
2014-2018 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2014
Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana



Pembangunan Jangka Menengah Kota Tangerang Tahun
2014-2018 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2017
Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang
Nomor 10);

15. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN BUDAYA KERJA
APARATUR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TANGERANG

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Tangerang.

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

3. Walikota adalah Walikota Tangerang.

4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD
adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah, Inspektorat, Dinas, Badan, Kecamatan.

S. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut
Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai
pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh
pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu
jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan
digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

6. Budaya Organisasi adalah sistem nilai bersama dalam suatu
organisasi yang menjadi acuan bagaimana para pegawai
melakukan kegiatan untuk mencapai tujuan atau cita-cita
organisasi.

7. Budaya Kerja Aparatur yang selanjutnya disebut budaya kerja
adalah sikap dan perilaku individu dan kelompok dari
aparatur yang didasari atas nilai-nilai yang diyakini
kebenarannya dan telah menjadi sifat serta kebiasaan dalam
melaksanakan tugas dan pekerjaan masing-masing.

8. Aparatur adalah penyelenggara pemerintahan di daerah yang
dalam menjalankan tugas kenegaraannya dibiayai dan digaji
oleh negara.



9. Pengembangan Budaya Kerja adalah upaya dan langkah
sederhana secara sistematis untuk menerapkan nilai-nilai dan
norma etika Budaya Kerja aparatur negara dan melaksanakan
secara konsisten dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan
organisasi pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

10. Kelompok Budaya Kerja, yang selanjutnya disingkat KBK,
adalah organisasi budaya kerja aparatur pemerintah daerah
yang bersifat informal, dibentuk oleh OPD dalam rangka
mengoptimalkan pelaksanaan pengembangan budaya kerja di
lingkungan Pemerintah Daerah.

11. Nilai Budaya, yang selanjutnya disingkat nilai, adalah konsep
abstrak mengenai masalah dasar yang sangat penting dan
bernilai di kehidupan manusia.

12. Internalisasi adalah proses penanaman nilai-nilai yang
terkandung di dalam budaya kerja di Lingkungan Pemerintah
Kota Tangerang.

13. Sosialisasi adalah proses pemberian pemahaman yang
mendorong aparatur melaksanakan nilai budaya kerja.

14. Perumusan nilai-nilai adalah perumusan nilai-nilai Budaya
Kerja yang didasarkan pada praktik yang dikenal dan dapat
dilaksanakan setiap pegawai di lingkungan Pemerintah
Daerah dengan berakar pada apa yang sesungguhnya berlaku
dalam organisasi dari hari ke hari untuk menjadi lebih baik.

15. Deklarasi nilai-nilai adalah suatu tahapan penting, dimana
secara formal dinyatakan bahwa proses
pembangunan/pengembangan budaya kerja dimulai dengan
tujuan untuk membangun komitmen.

16. Role Model adalah PNS yang dapat dijadikan panutan atau
teladan bagi PNS yang lain.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN, SASARAN, DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah sebagai
acuan/pedoman bagi OPD dalam mendorong ASN di
lingkungannya untuk melaksanakan dan mengembangkan
budaya kerja.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah:

a. membantu pengembangan budaya kerja dalam pelaksanaan
reformasi birokrasi;

b. membantu OPD di lingkungan Pemerintah Daerah untuk
mendorong perubahan sikap dan perilaku pejabat serta



pegawai di lingkunganya masingmasing agar dapat
meningkatkan kinerja untuk mempercepat pelaksanaan
reformasi birokrasi; dan

c. memberikan panduan dalam merencanakan, melaksanakan,
serta melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan
pengembangan budaya kerja.

Pasal 4

Sasaran ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah terciptanya
perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur daerah menjadi
budaya yang mengembangkan sikap dan perilaku kerja yang
berorientasi pada hasil (outcome) yang diperoleh dari
produktivitas kerja dan kinerja yang tinggi untuk memberikan
pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 5

Ruang lingkup Budaya Kerja mencakup penerapan Nilai Budaya
Kerja di seluruh OPD di Lingkungan Pemerintah Daerah dan
mencakup seluruh aparatur Pemerintah Daerah yang terkait
dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota
Tangerang.

BAB III
NILAI BUDAYA KERJA
Pasal 6

(1) Nilai Budaya Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang
yaitu profesional, religius, inovatif, komitmen, dan akuntabel
yang disingkat "PRIMA”.

(2) Nilai Budaya Kerja "PRIMA” sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) mengandung maksud sebagai berikut :

a. Profesional, yaitu seorang PNS diharapkan selalu
menjalankan tugasnya dengan baik; dapat melakukan
kerjasama dengan berbagai pihak; loyal, berdisiplin, dan
meningkatkan kompetensi dalam bekerja; serta responsif
dan berorientasi pada pelayanan sehingga setiap pelanggan
mendapatkan kepuasan;

b. Religius, yaitu seorang PNS dalam menjalankan ibadahnya
agar sesuai agama yang dianut; memiliki sikap keteladanan
yang nantinya akan dicontoh oleh semua orang baik di
lingkungan kerjanya maupun dalam bermasyarakat; saling
hormat menghormati, amanah, ikhlas dalam menjalankan
tugas; serta jujur dan bersahaja;



